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P  U  T  U  S  A  N

Nomor ........./Pdt.G/2015/PA Dgl.

ِ م ْ ي حِ نِ الر� َ م حْ ِ اللهِ الر� م سْ ِ ب
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan pada 

hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama , Kabupaten 

Donggala, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak 

antara:

PEMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tani, 

beralamat di Kabupaten Donggala, selanjutnya di sebut 

Pemohon;

m e l a w a n 

TERMOHON , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Urt, 

beralamat di Kabupaten Donggala, selanjutnya di sebut 

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah  mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan  para saksi di 

muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2015 

telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, yang telah didaftar di 
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Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor ........./Pdt.G/2015/

PA.Dgl., pada tanggal 6 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, nikah 

pada tanggal 18 Agustus 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama , Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, 

sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ......./04/

VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013;

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat 

tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ogoamas I,  Utara, 

Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 3 

bulan, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah di rumah sendiri di 

Desa Ogoamas I,  Utara, setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah 

dan bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, sampai dengan sekarang. 

selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan; 

3. Bahwa sejak awal pernikahan bulan April 2014, antara Pemohon dengan 

Termohon telah terjadi percekcokan, perselisihan dan bahkan 

pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk 

hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

• Termohon sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya;

• Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

• Termohon tidak mau lagi mendengarkan nasihat baik dari Pemohon;

• Termohon sering mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan hati 

Pemohon

4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi, antara Pemohon 

dengan Termohon, pihak keluarga Termohon, khususnya tante 

Termohon selalu turun tangan dan ikut campur yang ujung-ujungnya 
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turut menyalahkan Pemohon, hal demikian sering terjadi sehingga posisi 

Pemohon menjadi serba sulit dan serba salah; 

5. Bahwa akibat dari percekcokan, perselisihan dan pertengkaran tersebut 

yang puncaknya terjadi pada akhir bulan April 2014 menyebabkan 

Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan pisah tempat tinggal 

kurang lebih 11 bulan dan yang pertama meninggalkan tempat kediaman 

bersama adalah Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan dan 

merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon tidak 

sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan 

tujuan perkawinan sehingga Pemohon saat ini lebih memilih untuk 

menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Donggala; 

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua 

Pengadilan Agama Donggala berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, 

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj’i 

terhadap Termohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR: 

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan 

yang seadil-adilnya.
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Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon  datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak  datang menghadap 

serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, 

meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas 

panggilan Jurusita Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 16 Maret 2015, 

dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat 

dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga 

proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana 

ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha  menasihati agar Pemohon kembali 

rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan 

pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya 

dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada 

substansi permohonannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 

Nomor  ......./04/VIII/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Donggala, pada tanggal 19 

Agustus 2013, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat 

bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, 

oleh Majelis Hakim lalu diberi kode P. Paraf dan tanggal;

         Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah 

menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu 

memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI Iumur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di 

Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Saksi I; 
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2. SAKSI II, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, tempat tinggal di 

Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di 

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon, hubungan Pemohon dengan 

Termohon sebagai suami-istri yang sah; 

• Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon 

mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon, kemudian 

pindah dan tinggal di dan pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya 

suami istri, namun belum dikaruniai keturunan, selanjutnya tidak rukun 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena 

Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon tanpa sebab, yang 

puncaknya terjadi pada bulan April 2014 yang mana Termohon 

menghubungi keluarganya dan minta dijemput dan sejak saat itu antara 

Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

• Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan 

untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa saksi II di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di 

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

• Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon, hubungan Pemohon dengan 

Termohon sebagai suami-istri yang sah, menikah pada bulan Agustus 

2013; 

• Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon 

mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon, kemudian 

tinggal di rumah sendiri di Desa Ogoamas I, pada awalnya rumah tangga 

Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis 
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sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan 

dan sekarang tidak rukun disebabkan Termohon selalu cuek kepada 

Pemohon dan selalu dipengaruhi oleh tantenya dan ketika Termohon 

pulang dari rumah tantenya Termohon selalu marah-marah kepada 

Pemohon tanpa sebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran;

• Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat 

tinggal sejak tanggal 4 April 2014 sampai sekarang;

• Bahwa setahu saksi, Pemohon dengan Termohon pernah dinasihati agar 

tetap rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya 

dan berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya 

diputus;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam 

persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN  HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon 

telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan 

penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 

2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak 

mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat 

formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;
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Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam yang 

mengajukan permohonan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi 

Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf 

(a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun  2006 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan 

oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan 

menyelesaikan perkara ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi 

dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Donggala 

pada tanggal 16 Maret 2015, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada 

alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini 

dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 Reglement 

Buiteegewesten (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada sidang Majelis Hakim telah berupaya 

menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, 

serta tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, oleh 

karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan 

dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, 

maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak 

dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam 

persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak mempergunakan hak 

bantahannya, namun karena perkara ini secara lex specialis merupakan 

sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (de 

grote leugen) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib 
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alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 Reglement 

Buiteegewesten (R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti P., serta menghadirkan 2 (dua) orang 

saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., berupa fotokopi yang teah dicocokkan 

dengan aslinya bermeterai cukup dan akta tersebut dibuat oleh pejabat yang 

berwenang, sehingga secara formal dan mareril telah memenuhi syarat sebagai 

alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum 

sebagaimana ketentuan Pasal 285 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), dan 

mempunyai nilai pembuktian sempurna (Volledig) dan mengikat (bindende), 

maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di 

persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung 

dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling 

mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai 

alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat 

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah 

Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (Legal 

Standing) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam 

persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut 

berdasarkan Pasal 284 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), serta dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam 

(Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan 

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat 

bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti 
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secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah 

terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah 

pada tanggal 18 Agustus 2013, di , Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi 

Tengah, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki Legal Standing 

(Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai a quo;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang 

relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang 

saling bersesuaian bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon 

mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal 

di rumah sendiri di Desa Ogoamas I,  sebagai tempat tinggal bersama terakhir 

sampai berpisah, serta pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan 

Termohon dijalani dengan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami 

istri, namun belum dikaruniai anak, sehingga terhadap posita angka 2 (dua) 

permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut 

hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang 

relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang 

saling bersesuaian bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena 

Termohon selalu cuek kepada Pemohon, selalu marah-marah tanpa sebab, dan 

dipengaruhi oleh tante Termohon, sehingga terhadap posita angka 3 (tiga) dan 

angka 4 (empat)  permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara 

sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memberikan keterangan yang 

relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II Pemohon yang 

saling bersesuaian bahwa kurang lebih pada bulan April 2014 Pemohon dan 

Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon yang 

meninggalkan rumah kediaman bersama, dan oleh pihak keluarga Pemohon 

antara Pemohon dan Termohon pernah di rukunkan, namun tidak berhasil, dan 
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Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah 

tangganya dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk 

mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, 

jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang 

lainnya, sehingga terhadap posita angka 5 (lima), angka 6 (enam), dan 7 (tujuh) 

permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti 

secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 

Panjar Biaya perkara dari Pemohon, serta ketentuan Pasal 310 Reglement 

Buiteegewesten (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk 

mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, 

jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang 

lainnya, sehingga terhadap posita angka 8 (delapan) permhonan Pemohon, 

oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap 

konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta 

hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan 

yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2013, 

di , Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah 

orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah sendiri di Desa Ogoamas I,  

sebagai tempat tinggal bersama terakhir sampai berpisah, dan pada awalnya 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon dijalani dengan rukun dan 

harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak, 

dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon 
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selalu cuek kepada Pemohon, selalu marah-marah tanpa sebab, dan 

dipengaruhi oleh tante Termohon;

• Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 

4 April 2014 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal 

antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan oleh pihak 

keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa rumah 

tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, oleh Majelis Hakim telah 

mengkualifisir sehingga Majelis berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon 

dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina 

rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas rumah tangga 

Pemohon dan Termohon tidak rukun dan karena Pemohon dan Termohon telah 

berpisah tempat tinggal sejak tanggal 14 April 2014, dan selama berpisah 

tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan oleh pihak 

keluarga namun tidak berhasil, oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir, 

sehingga Majelis berkeyakinan kuat bahwa Termohon kurang lebih 1 tahun 

telah meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis 

Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang sakinah 

mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI 

Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan  jo. Pasal 3  Kompilasi Hukum 

Islam, dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan telah 

diupayakan untuk berdamai melalui lembaga litigasi maupun melalui keluarga, 

maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua 

belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. 

Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi 
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Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, oleh 

karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon harus diakhiri;   

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWTdalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم
Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka 

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Menurut Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya Madza 

Hurriyyatuz Zaujaini, menyebutkan“Islam telah memilih jalan 

perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami 

ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-

nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri, 

serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin 

mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap 

melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti 

sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan 

hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kedzoliman yang 

ditentang oleh jiwa keadilan” 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap kostituir 

terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah 

berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah 

memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang  RI Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan, berikut 

penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 

1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (baca Peraturan 

Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi 

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan 
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terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, 

dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan 

telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon 

agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian 

upaya Majelis Hakim tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) 

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi 

dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Donggala 

pada tanggal 16 Maret 2015, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa 

alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah 

memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), 

sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah 

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun 

tidak hadir;

Menimbang, bahwa  oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil 

secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, 

dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil 

permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah 

menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) 

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum 

primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratannya 

telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan 

Pemohon, walaupun Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Donggala untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan 

Talak Satu Raj’i terhadap Termohon, namun oleh karena dasar hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (baca 
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Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan 

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan 

oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Satu Raj’i, sehingga 

Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan memberi 

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj’i terhadap Termohon;  

Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak yang diajukan oleh suami 

(Pemohon) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada 

alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara 

Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi 

Hukum Islam (baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 

Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait 

dengan angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis 

Hakim dalam rapat permusyawaratannya memberi izin kepada Pemohon 

(PEMOHON )  untuk menjatuhkan Talak Satu Raj’i terhadap  Termohon  

(TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 Ayat (2) 

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka 

Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala 

untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Donggala, 

untuk  dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang 

lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) 

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah 

diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, 

dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya 

perkara dibebankan kepada Pemohon; 

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar’i dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan  permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan Talak Satu 

Raj’i terhadap Termohon  (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan 

Agama Donggala;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk 

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) pada Kantor Urusan Agama , Kabupaten Donggala, untuk dicatat 

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 

Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, 

oleh kami Dra. TUMISAH., sebagai Ketua Majelis, dan DR. H. MUH. ARASY 

LATIF, Lc, M.A., serta RUSTAM, S.HI., masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 

hari itu juga Selasa tanggal 31 Maret 2015, bertepatan dengan tanggal 10 

Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh SHIYAMUS SHIDQI, S.HI, M.H., sebagai 

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. TUMISAH

HAKIM ANGGOTA I HAKIM ANGGOTA II

ttd     ttd

DR. H. MUH. ARASY LATIF, Lc, M.A.      RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SHIYAMUS SHIDQI, S.HI, M.H.

Perincian Biaya: 

Pendaftaran Rp     30.000,-

Proses/ATKPerkara Rp    50.000,- 

Panggilan Rp  550.000,- 

Redaksi Rp      5.000,- 
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Meterai Rp      6.000,-   

J u m l a h Rp  641.000,- 

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

AGUS SUBARNO, S.Ag.
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